WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR & TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang

Mengingat

KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

. bahwa dalam rangka mengakomodir dinamika

perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan
pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
perlu melakukan peningkatan status dari Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik;

. bahwa pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan
rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan dengan surat
nomor 061/0907/VII/2019 tanggal 11 April 2019
tentang persetujuan pembentukan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik dengan 3 (tiga) bidang;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang .......



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
194);

. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun
2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan dan Politik;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun
2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang

Kesatuan dan Politik;



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU
DAN
WALIKOTA LUBUKLINGGAU
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2,
3.

(1)

(2)

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Lubuklinggau.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuk Linggau.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau.

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara
dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan

mensejahterakan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah
dengan intensitas sedang diwadahi dengan 3 (tiga)
Bidang.



Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 4

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

(1) Anggaran penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
umum diundangkan.

(2) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat
yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan
tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan
yang mengatur tentang pembentukan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang nmengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal \§ Juul 201

WALIKOTA UBUKLINGGAWU,

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal \% Jull 20\9

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

RARMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU : (b- 60/ 2019 )



